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Human rights (HAM) violations and weak law
enforcement in Indonesia have remained recurring issues
that burden the national legal system. Amnesty International
(2023) noted that '"systemic corruption and lack of
accountability are the main obstacles to effective law
enforcement." This article explores the key challenges in this
issue, including the government's limited policy success and
the public's low trust in legal institutions. Nevertheless,
there is still hope through legal reform, the empowerment of
civil society, and consistent international pressure. Through
cross-sector collaboration, these efforts can create positive
changes toward a fair and transparent legal system.
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Abstrak

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan
lemahnya penegakan hukum di Indonesia telah menjadi isu
yang terus berulang dan membebani sistem hukum nasional.
Amnesty International mencatat bahwa "korupsi sistemik
dan kurangnya akuntabilitas merupakan hambatan utama
dalam penegakan hukum yang efektif." Artikel ini
mengeksplorasi tantangan utama dalam masalah ini,
termasuk minimnya keberhasilan kebijakan pemerintah dan
rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.
Meskipun demikian, harapan masih ada melalui reformasi
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hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, dan tekanan
internasional yang konsisten. Melalui kerjasama lintas
sektor, langkah-langkah ini dapat menciptakan perubahan
positif menuju sistem hukum yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Penegakan hukum,
Reformasi hukum, Akuntabilitas pemerintah, Hak asasi
manusia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak universal yang melekat pada setiap individu,
terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Penghormatan terhadap HAM
merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang demokratis. Namun, realitas di Indonesia
menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM masih jauh dari kata ideal.
Pelanggaran HAM terus terjadi, baik yang berskala besar seperti tragedi Mei 1998, maupun
yang sifatnya struktural seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan penyiksaan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Human Rights Watch (2022), "Indonesia masih menghadapi
tantangan serius dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran HAM berat."
Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum mampu memberikan keadilan
yang layak bagi korban maupun masyarakat luas.

Selain itu, korupsi yang sistemik di dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian
dan peradilan semakin memperburuk situasi. Laporan Transparency International (2023)
menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi,
yang mencerminkan lemahnya integritas lembaga-lembaga negara. Faktor ini tidak hanya
menghambat pemberian keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap
aparat hukum. Amnesty International (2023) mencatat, "korupsi di sektor penegakan hukum
mengikis kemampuan negara untuk secara efektif melindungi hak asasi manusia."

Artikel ini berfokus pada eksplorasi menyeluruh tentang masalah pelanggaran HAM
dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi
harapan dan peluang reformasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan krusial: "Masihkan ada harapan untuk perbaikan dalam kondisi yang kompleks
ini?" Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis analisis
mendalam terhadap kebijakan pemerintah, studi kasus, dan peran masyarakat sipil. Pendekatan
multidimensi ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang langkah-
langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, adil,
dan menghormati HAM.

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami akar permasalahan
serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini. Harapannya, artikel
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ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik, tetapi juga memberikan dorongan nyata
bagi pengambil kebijakan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan
dan perlindungan HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi karena
penelitian ini berupaya memahami fenomena yang kompleks, mengidentifikasi faktor
penyebab, dan mengeksplorasi peluang perbaikan melalui pendekatan mendalam berbasis data
non-numerik. Pendekatan kualitatif memanfaatkan sumber-sumber seperti dokumen hukum,
laporan Organisasi HAM (contohnya, Amnesty International dan Komnas HAM), serta studi
kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang kaya akan
konteks sosial, budaya, dan politik yang relevan dengan isu penelitian.

Instrumen Pengumpulan Data, Studi Literatur, Analisis dokumen resmi seperti undang-
undang, kebijakan pemerintah, dan laporan tahunan dari lembaga seperti Komnas HAM untuk
mendapatkan data awal yang kuat. Studi Kasus: Penelitian mendalam pada kasus pelanggaran
HAM tertentu, misalnya Tragedi Mei 1988 atau kasus pembunuhan aktivis Munir, untuk
mempelajari pola pelanggaran dan hambatan penegakan hukum. Analisis Media: Mengkaji
pemberitaan media sebagai cerminan opini publik dan pengawasan terhadap institusi penegak
hukum Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses ini melibatkan
pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti akar masalah pelanggaran HAM,
kelemahan penegakan hukum, dan potensi reformasi. Peneliti mengeksplorasi hubungan
antara-tema untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan
hukum di Indonesia bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama
adalah korupsi sistemik yang merajalela di dalam institusi penegakan hukum, termasuk
kepolisian dan peradilan. Transparency International (2023) mencatat bahwa "tingkat korupsi
yang tinggi menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil."
Korupsi ini berdampak langsung pada kegagalan institusi hukum untuk menindak tegas
pelanggaran HAM dan memberikan keadilan kepada korban. Seperti pada tabel ini:

Tabel 1: berikut merangkum berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia
sepanjang tahun 2024, beserta faktor penyebab dan dampaknya:
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Bentuk Deskripsi Faktor Penyebab A Dampak Utama
Pelanggaran Utama

HAM

Kekerasan Penangkapan sewenang- Represi terhadap | Pembungkaman
terhadap wenang, penyiksaan, dan kebebasan suara kritis,
Aktivis penggunaan gas air mata berekspresi ketakutan publik

terhadap demonstran

Penyiksaan Praktik penyiksaan yang Normalisasi Pelang
oleh Aparat menyebabkan luka dan kekerasan dalam
Hukum kematian penegakan hukum

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Selain itu, tekanan politik seringkali menghambat proses penegakan hukum, terutama
dalam kasus pelanggaran HAM berat. Human Rights Watch (2022) melaporkan bahwa
"intervensi politik dan kurangnya independensi lembaga hukum menjadi penghalang utama
dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat." Kasus-kasus seperti Tragedi Mei
1998 menjadi contoh nyata di mana keadilan tertunda karena pengaruh politik. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kepentingan
tertentu yang menghalangi proses akuntabilitas.

Meskipun demikian, harapan untuk perbaikan masih ada. Penelitian ini menunjukkan
bahwa upaya reformasi hukum yang menyeluruh dapat menjadi jalan keluar dari masalah ini.
Reformasi tersebut mencakup penguatan independensi institusi hukum, peningkatan
transparansi melalui teknologi, dan penerapan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Seperti
yang dikemukakan oleh Komnas HAM (2023), "membangun sistem hukum yang transparan
dan berorientasi pada hak asasi manusia memerlukan komitmen politik yang kuat dan
partisipasi masyarakat sipil."

Tabel 2: Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Tahun 2024

No.  Kasus Lokasi Tindak Korban Status
Pidana Hukum
1 Penyiksaan dan Sumatra Penyiksaan Afif Maulana | Dalam
kematian Afif Barat (13 tahun) penyelidikan
Maulana
2 Extrajudicial killing | Berbagai Pembunuhan 47 orang Belum ada
oleh aparat lokasi tanpa proses kejelasan

kepolisian hukum
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3 Korupsi dalam Seluruh Korupsi Masyarakat Dalam
lembaga penegakan | Indonesia umum penyelidikan
hukum

4 Diskriminasi Kalimantan | Pengusiran Masyarakat Dalam
terhadap masyarakat | Timur paksa adat Pamaluan | mediasi
adat dalam proyek
pembangunan IKN

5 Kriminalisasi Jakarta Kriminalisasi | Haris Azhar, Dalam proses
terhadap aktivis Fatia hukum
HAM Haris Azhar Maulidiyanti
dan Fatia
Maulidiyanti

Sumber Data: Primer diolah tahun 2025

Peran masyarakat sipil dan media juga sangat penting dalam mendorong perubahan.
Tekanan sosial dan advokasi yang dilakukan oleh aktivis HAM serta organisasi masyarakat
telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, seperti upaya mengungkap kebenaran
atas kematian Munir, seorang aktivis HAM terkenal. Aktivisme ini menjadi bukti bahwa
kesadaran dan tekanan kolektif dari masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan
mendorong transparansi. Lebih lanjut, dukungan internasional, seperti melalui organisasi HAM
global, juga memberikan pengaruh signifikan dalam mendorong akuntabilitas dan reformasi.
Amnesty International (2023) menyatakan bahwa "kerjasama global diperlukan untuk
meningkatkan tekanan terhadap pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam menangani
pelanggaran HAM."

Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai medium untuk
menanamkan nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Sebagai contoh, siswa dan
mahasiswa yang memahami pentingnya supremasi hukum akan lebih mampu mengenali
bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan mendukung upaya advokasi yang dilakukan oleh
organisasi masyarakat sipil. Lebih lanjut, pendidikan ini juga memberikan pemahaman tentang
mekanisme hukum dan institusi HAM, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengawasi
kinerja lembaga-lembaga penegak hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun tantangan besar
tetap ada, peluang untuk memperbaiki sistem hukum dan perlindungan HAM di Indonesia tetap
terbuka. Kombinasi antara reformasi struktural, komitmen politik, dan aktivisme masyarakat
dapat menjadi dasar bagi perubahan yang berkelanjutan. Upaya bersama ini diharapkan tidak
hanya mampu mengatasi pelanggaran HAM yang terjadi, tetapi juga mencegah terulangnya
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kasus serupa di masa depan, menuju sistem hukum yang lebih adil dan menghormati hak setiap
individu.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak universal yang melekat pada setiap
individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Penghormatan
terhadap HAM merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang demokratis. Namun,
realitas di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM masih
jauh dari kata ideal. Pelanggaran HAM terus terjadi, baik yang berskala besar seperti tragedi
Mei 1998, maupun yang sifatnya struktural seperti diskriminasi, penghilangan paksa, dan
penyiksaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Human Rights Watch (2022), "Indonesia masih
menghadapi tantangan serius dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas untuk pelanggaran
HAM berat." Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum nasional belum mampu
memberikan keadilan yang layak bagi korban maupun masyarakat luas.

Selain itu, korupsi yang sistemik di dalam lembaga penegakan hukum seperti kepolisian
dan peradilan semakin memperburuk situasi. Laporan Transparency International (2023)
menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi,
yang mencerminkan lemahnya integritas lembaga-lembaga negara. Faktor ini tidak hanya
menghambat pemberian keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap
aparat hukum. Amnesty International (2023) mencatat, "korupsi di sektor penegakan hukum
mengikis kemampuan negara untuk secara efektif melindungi hak asasi manusia."

Artikel ini berfokus pada eksplorasi menyeluruh tentang masalah pelanggaran HAM
dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi
harapan dan peluang reformasi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan krusial: "Masihkan ada harapan untuk perbaikan dalam kondisi yang kompleks
ni?" Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis analisis
mendalam terhadap kebijakan pemerintah, studi kasus, dan peran masyarakat sipil. Pendekatan
multidimensi ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang langkah-
langkah strategis yang dapat diambil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, adil,
dan menghormati HAM.

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami akar permasalahan
serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ini. Harapannya, artikel
ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik, tetapi juga memberikan dorongan nyata
bagi pengambil kebijakan dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan
dan perlindungan HAM di Indonesia.

KESIMPULAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia
merupakan tantangan besar yang menghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan
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transparan. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini termasuk korupsi sistemik, intervensi
politik, dan kelemahan institusi hukum dalam melaksanakan akuntabilitas. Meskipun situasi
ini tampak suram, harapan untuk perbaikan tetap ada melalui berbagai elemen strategis.
Reformasi hukum yang menyeluruh, dengan fokus pada penguatan independensi lembaga
hukum dan penerapan mekanisme transparansi, merupakan langkah penting untuk mengatasi
hambatan struktural. Peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas independen telah
terbukti memberikan tekanan sosial yang efektif dalam mendorong perubahan. Selain itu,
dukungan internasional melalui organisasi HAM global turut memberikan dampak signifikan
terhadap akuntabilitas pemerintah.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran
hukum dan nilai-nilai HAM di kalangan masyarakat. Dengan memberikan pemahaman
mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pendidikan ini dapat menciptakan
generasi yang kritis dan berkomitmen terhadap keadilan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas
sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan menjadi
kunci utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Artikel ini menegaskan bahwa
meskipun tantangan besar masih ada, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan sistem
hukum yang menghormati HAM dan memberikan keadilan bagi seluruh warganya. Harapan
ini harus dijaga melalui langkah nyata yang konsisten untuk membangun masa depan yang
lebih baik.
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